
180 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

Setelah melaksanakan dan menyelesaikan Praktek Kerja 

Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 yang 

dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 

2018, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan 

tempat dimana seorang apoteker melakukan praktek kerja 

kerfarmasian yang berperanan penting dalam meningkatkan 

kualitas hidup serta mencapai kesehatan masyarakat yang 

lebih baik. 

2. Apoteker menjadi lini terakhir sebelum obat diserahkan 

kepada pasien sehingga Apoteker dituntut harus cermat dan 

teliti dalam menjalankan tugasnya. Apoteker juga harus 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan meliputi 

manajerial maupun pelayanan kefarmasian di Apotek, 

sehingga Apoteker berada pada posisi tertinggi di Apotek.  

3. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di 

Apotek sangat penting. Kegiatan PKPA di Apotek 

memberikan gambaran mengenai peran, fungsi, posisi, dan 

tanggungjawab seorang Apoteker di Apotek antara lain 

yaitu, melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan 

obat, pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas 

resep dokter, dan pelayanan informasi obat. 
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4. Apoteker harus berwawasan luas dan berkompeten sehingga 

dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban 

secara professional serta dapat mencegah pengobatan yang 

tidak rasional atau timbulnya drug related problem 

sehingga dapat memastikan pengobatan yang rasional (tepat 

obat, tepat dosis, tepat indikasi, tepat pasien dan waspada 

terhadap efek samping), dan mampu untuk menjalin 

komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan yang lain. 

5. Apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan 

kefarmasian yaitu dengan melakukan analisis resep, 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta mampu 

memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya 

pengobatan yang rasional. Pelayanan resep maupun non-

resep yang diberikan harus dikendalikan dengan baik mulai 

dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada 

kesalahan dalam pelayanan. 

6. Kegiatan PKPA memberikan bekal kepada calon apoteker 

sebelum terjun langsung ke masyarakat sehingga kelak 

dapat menjalankan profesinya dengan baik dan bertanggung 

jawab. 
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BAB VI 

SARAN 

 

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan 

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 175 

yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Januari 2018 hingga 17 Februari 

2018 adalah sebagai berikut: 

1. Calon Apoteker harus lebih membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan 

diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas 

kefarmasian di Apotek dengan lebih baik. 

2. Pemberian KIE harus lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya 

sekedar memberitahukan tujuan dan cara penggunaan obat. 

Lebih dari itu, Apoteker harus menggali data pasien agar 

dapat mencegah terjadinya drug related problem, Apoteker 

juga harus memberitahukan terapi non farmakologi yang 

dapat dilakukan pasien, serta hal penting lainnya terkait 

obat seperti efek samping, waktu kadaluarsa (obat racikan), 

dan cara penyimpanan obat. 

3. Hendaknya menerapkan sistem pencatatan obat keluar-

masuk dengan benar untuk menghindari terjadinya 

ketidakcocokan antara stok fisik, kartu stok, maupun stok di 

komputer. 

4. Apotek Kimia Farma dapat dikembangkan lebih luas lagi 

dengan menerapkan program apotek online yang 

menyediakan obat-obatan yang bersifat promotif dan 

preventif, seperti penjualan vitamin. 
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